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Dalam rangka terbinanya iklim penyelenggaraan Pemilihan Gube nul
Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 secara Luber ¢
Jurdil berdasarkan amaat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan U
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 11 T:
2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, maka tindaklanjut ketentuan
97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
bersama ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebaga
1. Memenuhi amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 T:
quo jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 6 vide Pasal 9 a
Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 a quo, bahwa implem
pencegahan pelanggaran oleh peserta Pemilu dan |
dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu; tl el 1
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2. Memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan di atas, dapat kami
sampaikan bahwa:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 a quo, bahwa kampanye dilaksanakan 3 (tiga) harl setelah
penetapan pasangan calon peserta Pemllihan sampal dengan dimulainya
masa tenang 3 (tiga) harl sebelum pemungutan suara, dimana merujuk
Peraturan KU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupatl dan Wakil Bupati serta Wallkota dan Wakil Wallkota Tahun 2018,
bahwa pelaksanaan kampanye Pemilihan dilaksanakan pada tanggal
16 Februarl s.d 23 Junl 2018;

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 a quo, bahwa Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye
dilarang melakukan kegiatankampanye diluar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kampanye
dilaksanakan pleh Partal Politik Gabungan atau Partal Politik, Pasangan
Calon dan/atau Tim Kampanye.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 a quo, bahwa pasangan calon dan/atau tim Kampanye dilarang
menjanjlkan dan/atau memberlkan uang atau materl lainnya untuk
mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

4. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undagan tersebut, periu
kami sampaikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di

atas:

a.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 a quo, bahwa pasangan calon dan/atau tim Kampanye
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dikenai sanksi
administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi
berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi;

. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2018 a quo, bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terkait
dengan penetapan hasil pemilihan, dipidana dengan pidana penjaa paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan
dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 a quo, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan
Kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi
dan KPU Kaabupaten/kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan

Berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 a quo, bahwa setlap orangdengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik
secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih
agar tidak tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan
cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu,
atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh
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- W I'I‘hﬂhn 2014 a quo, maka dalam ranka zptlmal
~ potensi pelanggaran menjelang masa tenang Pe
Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, |
e hormat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Memperhatikan ketentuan Pasal 65 vide Pasal 67 m
huruf k jo. Pasal 187 (1) Undang-Undang Nomor 1 f
agar menjelang dan/atau pada masa tenang untuk
penertiban/pembersihan alat praga kampanye, m ik
penyebaran bahan kampanye dan iklan di media massa ,’
atau media daring, serta tidak melakukan kegiatan |
masyarakat dalam bentuk apapun yang mengarah upaya j' P
Pemilihan secara langsung maupun tidak langsung; dan -

b. Memperhatikan amanat Pasal 73 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 137&’ }
Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo, agar pada masa tenang
pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara m
melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau r
lainnya sebagai imbalan secara langsung ataupun tidak Iangsum

. mempengaruhi pemilih.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
F
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